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ABSTACK


Rent - rent as well as purchase and sale agreements - agreements in general, it is valid and binding on the second achievement of agreed obligations of the parties submit the goods to be enjoyed by others, while the other party liabilities, paying rents. So the goods were handed over to law owned but only to be used, enjoyed its usefulness. Thus the mere transfer of power on the leased item. If an item assigned to wear, without the obligation to pay, then there is the mere agreement. If the user of goods is required to pay, mentioned tenancy.


As followers of Islam believe that Islamic law as a law that has some of the rules in the law itself was also providing advice and guidance to obtain the true mandate of the development potential of goodness in human beings in everyday life, both in relation to cultural issues and problems muamalah, but it is still less attention to discuss separately.
Abstrak 

Sewa – menyewa seperti halnya  dengan jual beli dan perjanjian - perjanjian lain pada umumnya, ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat kewajiban pihak yang satu menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh orang lain, sedangkan kewajiban pihak yang lain, membayar harga sewa. Jadi  barang itu diserahkan hukum untuk dimiliki tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan demikian penyerahan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu. Kalau seorang diserahi barang untuk dipakainya, tanpa kewajiban membayar, maka yang  terjadi adalah perjanjian belaka. Jika pemakai barang itu diwajibkan membayar, disebutkan sewa-menyewa.

Selaku pemeluk agama Islam menyakini bahwa hukum Islam sebagai suatu hukum yang mempunyai beberapa perangkat aturan dalam syariat itu sendiri ternyata juga memberikan petunjuk dan bimbingan untuk memperoleh amanah yang benar tentang pengembangan potensi kebaikan pada diri manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kaitannya dengan masalah budaya maupun masalah muamalah, akan tetapi hal ini masih kurang mendapat perhatian untuk membahas secara tersendiri.

BAB I

A. Alasan Pemilihan Judul
Manusia sebagai makhluk social dalam aktifitasnya senantiasa mengadakan interaksi dengan manusia lainnya, sehingga dengan sadar terjadilah suatu ikatan hukum yang melahirkan suatu hak dan kewajiban hukum diantara mereka. Keadaan demikian perlu diatur oleh hukum  atau  undang – undang  guna  menjamin  kepastian  hukum.

Salah satu wujud ikatan  hukum yang sejak dahulu hingga sekarang selalu menjadi tuntutan kebutuhan manusia dan banyak menimbulkan masalah actual yaitu masalah perikatan atau perjanjian, khususnya dalam hal sewa – menyewa. Mengingat  pentingnya hal ini dalam hidup dan kehidupan manusia, maka dituntut adanya kebebasan di antara manusia untuk melakukan perjanjian.

Berdasarkan beberapa definisi dan pendapat, maka dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa menurut hukum positif (Hukum Perdata), dengan merujuk kepada pasal 1548 KUHPerdata adalah :

“ Perjanjian konsensuil mengikatkan diri untuk menyerahkan benda guna dinikmati selama waktu tertentu dan penyewa mengikatkan diri untuk membayar sewa yang telah disepakati. Jadi peristiwa-peristiwa didasari oleh persetujuan atau kesepakatan oleh pihak yang menyewakan itulah yang dikehendaki oleh penyewa”.

Sewa – menyewa seperti halnya  dengan jual beli dan perjanjian - perjanjian lain pada umumnya, ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat kewajiban pihak yang satu menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh orang lain, sedangkan kewajiban pihak yang lain, membayar harga sewa. Jadi  barang itu diserahkan hukum untuk dimiliki tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan demikian penyerahan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu. Kalau seorang diserahi barang untuk dipakainya, tanpa kewajiban membayar, maka yang  terjadi adalah perjanjian belaka. Jika pemakai barang itu diwajibkan membayar, disebutkan sewa-menyewa.

Selaku pemeluk agama Islam menyakini bahwa hukum Islam sebagai suatu hukum yang mempunyai beberapa perangkat aturan dalam syariat itu sendiri ternyata juga memberikan petunjuk dan bimbingan untuk memperoleh amanah yang benar tentang pengembangan potensi kebaikan pada diri manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kaitannya dengan masalah budaya maupun masalah muamalah, akan tetapi hal ini masih kurang mendapat perhatian untuk membahas secara tersendiri.

Berdasarkan konsep tersebut diatas, maka nampaklah bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah “bagaimana pandangan hukum perdata dan hukum Islam terhadap asas kebebasan dalam perjanjian sewa – menyewa ”.

BAB II

A. Pengertian perjanjian Sewa-Menyewa menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. 
Buku III KUH Perdata berjudul “Perihal Perikatan” (Verbintenis), yang mempunyai arti lebih luas dari perkataan perjanjian. Perjanjian merupakan sumber perikatan disamping sumber-sumber yang lainnya yang juga dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melaksanakan sesuatu. Mengenai persetujuan/perjanjian itu sendiri diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, berbunyi : Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Terhadap rumusan Pasal 1313 KUH Perdata, terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya dikemukakan oleh R.Subekti, yang memberi pengertian perjanjian, sebagai berikut : Perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Untuk mempermudah pemahaman dan pengertian tentang sewa-menyewa, maka penulis akan menguraikan secara terpisah :
1. Pengertian Sewa – Menyewa Menurut Hukum Perdata

Menurut bahasa, sewa – menyewa  terdiri dari dua kata yaitu sewa – menyewa. Sewa berarti “pemakaian”  sesuatu dengan membayar  uang sewa,  uang dibayar dengan uang”. Sedangkan menyewa berarti memakai  dengan  membayar  uang  sewa”.

Menurut istilah menyewa meliputi perbuatan dua pihak secara timbal balik, yaitu pihak yang memiliki benda tersebut “yang menyewakan”   dan  pihak  yang  memakai  benda  tersebut  “penyewa”.

Sewa – menyewa diatur dalam buku III dan VII pasal 1584 KUHPerdata, istilah “sewa” dilihat dari pemilik benda, dapat diartikan sejumlah uang yang diterima oleh pemilik benda sebagai imbalan pemakaian benda miliknya itu.

Sedangkan menurut Prof. Subekti, SH., dalam bukunya Hukum Perjanjian :

“ Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian dengan nama pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari sesuatu barang selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya (1990:90)”. 
2. Pengertian Sewa-Menyewa Menurut Hukum Islam

Sewa - menyewa  dalam bahasa Arab disebut “Alijarah, atau Ujarah dan yang fasih Ijarah”.

Menurut pengertian etimilogi, Al-Ijarah adalah merupakan masdar ma”I bagi Gi”il Ajarah yang berarti “ajaran”, balasan atau upah atas suatu pekerjaan.

Menurut pengertian syara Al-Ijarah secara etimologi, dikemukakan oleh beberapa mazhab, antara lain :

a. Menurut Mazhab Hanafi, menjelaskan bahwa :

“ Ijarah adalah suatu perjanjian yang memberikan faedah memiliki manfaat yang diketahui dan disebgaja dari benda yang disewakan dengan ada imbalan penggantian”.

Penjelasan ulama mazhab Hanafi “suatu perjanjian maksudnya adalah ijab dan qabul. Dan hal ini tidak wajib diucapkan. Beliau menjelaskan pula “memberikan faedah memiliki manfaat” adalah pengecualian jual beli, hibah dan sadah. Sebab akan perjanjian dalam hal ini memberikan faedah memiliki zat, bukan memiliki manfaat. “Dan disengaja dari benda yang disewakan”, maksudnya adalah bahwa manfaat persewaan itu seyogyanya berupa manfaat yang dianggap dalam pandangan agama dan akal yang sehat.

b. Menurut Mazhab Maliki, beliau menjelaskan bahwa :

“ Ijarah dan Kira adalah dua kata yang semakna atau searti. Hanya saja mereka mengatur dalam pemberian nama dari perjanjia atas manfaat manusia dan sebagian barang yang dipindahkan seperti perkakas rumah tangga, pakaian dan barang-barang serta semisalnya, dengan istilah Ijarah”.

Beliau menamakan perjanjian persewaan atas sebahagian barang yang lain, yaitu seperti perahu dan binatang secara khusus dengan istilah “kira” meskipun keduanya termasuk barang yang bisa dipindahkan.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka beliau telah memberikan definisi Ijarah dengan batasan suatu perjanjian yang memberikan faedah memiliki manfaat sesuatu yang mubah pada masa yang diketahui dengan adanya perongkosan yang tidak muncul dari manfaat.

c. Menurut Mazhab Syafi”ih, beliau menerangkan bahwa :

“
Perjanjian persewaan adalah suatu perjanjian atas manfaat yang diketahui dan disengaja, yang bias diserahkan kepada pihak lain secara mibah dengan ongkos yang diketahui”.

Perkataan “suatu perjanjian maknanya adalah ijab dan qabul, yaitu shigat”. Perkataan “atas manfaat” maksudnya adalah sesuatu yang dijadikan atau al – Ma”qulalaih, seperti manfaat rumah yang disewa untuk ditempati, atau tanah yang disewa untuk diambil manfaatnya, perkataan dengan ongkos adalah suatu yang dijadikan perjanjian yang diberikan kepada pihak kedua.

d.
Menurut Mazhab Hambali, menerangkan bahwa :

“
Persewaan (Ijarah) ialah perjanjian atas manfaat yang diketahui mubah yang dapat diambil secara berangsur-angsur dalam masa yang diketahui dan ongkos yang diketahui pula”.

Sesuatu yang dijadikan perjanjian adalah merupakan manfaat bukan benda. Sebab manfaat itulah yang mestinya disempurnakan. Sedangkan ongkos adalah sebagai imbalannya.

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa mazhab, maka dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud sewa menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain terjadilah sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang dapat juga berupa karya pribadi.

Di dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut  “mu’ajjir”, sedang orang yang menyewakan disebut “Musta’jir”, barang yang disewakan disebut “major” dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut “Ajarah atau Ujrah”.

Sewa-menyewa merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (didasarkan atas kesepakatan) yang mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, maka pihak yang menyewakan berkewajiban menyerahkan barang kepada pihak penyewa, dan dengan diserahkannya manfaat barang, maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya.
B.
Dasar Hukum Sewa-Menyewa menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

1. Dasar Hukum Sewa-Menyewa Menurut Hukum Perdata

Sewa-menyewa diatur dalam buku III dan VII pasal 1548 - 1600 KUHPerdata, dalam pasal 1548 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHP) ditentukan bahwa sewa-menyewa adalah perjanjian yang mana pihak yang menyewakan mengikatkan diri untuk menyerahkan benda guna dinikmati selama waktu tertentu dan penyewa mengikatkan diri untuk membayar sewa yang telah disepakati.

Menurut Prof. Subekti mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, beliau menyatakan bahwa :

“
Peraturan  tentang  sewa-menyewa yang termuat dalam buku III dan Bab VII KUHPerdata berlaku untuk segala macam sewa-menyewa mengenai semua jenis benda baik bergerak maupun yang tidak memakai waktu”.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka jelaslah bagi kita bahwa peraturan sewa-menyewa yang termuat dalam buku III Bab VII KUHPerdata yang diberlakukan untuk semua benda.

Dalam pasal 1548 KUHPerdata ketentuan “selama waktu tertentu”.  Ketentuan ini menunjukkan lamanya jangka waktu sewa-menyewa itu berlaku. Dengan adanya ketentuan jangka waktu, maka ada kepastian kapan  sewa - menyewa itu akan berakhir, dan pihak-pihak yang sudah mulai  berpikir untuk menentukan sikap apakah sewa-menyewa itu diteruskan atau  akan dihentikan. Hal ini penting dalam rangka mempertahankan hak dan  memenuhi kewajiban bagi pihak-pihak, sehingga perjanjian berlaku  sebagaimana mestinya menurut hukum.

Mungkin juga terjadi sewa-menyewa yang tidak ditentukan jangka waktunya. Dalam hal ini perlu dicari batas waktu dengan penafsiran. Dalam pasal 1579 KUHPerdata ditentukan bahwa :

“
Pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewa-menyewa dengan alas an hendak memakai sendiri benda-benda yang disewakan, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya”.
Dari pernyataan tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa hanya berlaku bagi sewa-menyewa untuk waktu tertentu. Artinya perjanjian sewa-menyewa yang telah ditentukan jangka waktu berlakunya tidak dapat dihentikan dengan alasan tersebut sebelum jangka waktu berakhir. Tetapi apabila sewa-menyewa tersebut dapat dihentikan oleh pihak yang menyewakan, dengan mengindahkan cara dan jangka waktu pemberitahuan menurut kebiasaan setempat. Dengan menghentikan sewa-menyewa itu, maka dapat diketahui jangka waktu berlakunya sewa-menyewa tersebut.

2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa Menurut Hukum

Setelah penulis mengemukakan beberapa pengertian sewa-menyewa, maka akan dikemukakan pula dasar hukumnya agar manusia di dalam melakukan muamalahnya tidak mencampur adukkan antara yang hak dan yang bathil, oleh karena tindakan-tindakan manusia di dalam memperoleh kebutuhan hidupnya tidaklah bebas dan bahkan dibatasi oleh peraturan-peraturan hukum, baik bersumber dari hukum Islam itu sendiri maupun hukum positif. Maka sebagai dasar hukumnya dari pada sewa-menyewa dapat dilihat dalam Al-Qur’an dan Hadits. Di dalam Al-Qur’an dapat dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut :

Terjemahannya :

“Dan jika kami ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Berdasarkan konteks ayat tersebut, maka dapat dipahami bahwa bila ingin menyusukan bayi atas anak kepada wanita yang bersedia menyusui, dibolehkan dalam Islam. Dengan demikian sewa-menyewa dibolehkan, karena menyusui sama dengan membeli manfaat penyusuan. Karena perlu diakui bahwa dengan syarat harus memberitahukan upah yang sepantasnya kepada mereka. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan bayi atau anak-anak atau wanita yang menyusui mereka serta kemaslahatan ayah mereka pula. Sebab jika wanita yang menyusui tidak memperoleh hadiah sebagai perangsang dalam menjalankan tugas mereka, maka mereka akan mengabaikan tugasnya. Oleh karena Nabi Muhammad SAW. Mempertegas hal ini yang menyatakan :

Artinya :

”Berilah buruh itu upahnya sebelum keringatnya kering”.

Oleh karena itu manusia adalah salah satu cirri khas adalah saling ketergantungan satu sama lainnya. Jika hak-haknya orang tidak diperhatikan oleh majikannya maka ia menimbulkan ketegangan. Oleh sebab itu Islam menghendaki agar segera membayar upahnya karena upah itu adalah haknya pekerja sesuai dengan hasil kerjanya.

Dalam hal sewa-menyewa, unsur kemaslahatan perlu diperhatikan. Maksudnya antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Pihak pertama merasa puas dengan uang sewa yang diberikan, begitu pula penyewa merasa ringan atau tidak memberatkan untuk membayar uang sewa dengan dasar keikhlasan dan kesepakatan antara keduanya.

Mengenai diisyaratkannya sewa-menyewa (ijarah) ini semua mazhab ummat bersepakat dan tak seorang ulama pun membantah kesepakatan  (ijma) tersebut. Oleh karena manusia itu salah satu cirri khasnya adalah saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya.

C.
Macam-macam Sewa-Menyewa, Hukum dan Syarat-syaratnya.
Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian konseksuil namun oleh undang-undang diadakan perbedaan sewa tertulis dan sewa lisan, jika  sewa-menyewa itu diadakan secara tertulis, maka sewa itu berakhir demi hukum (otomatis), apabila waktu yang telah ditentukan sudah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan pemberhentian untuk itu. Sebaliknya kalau sewa-menyewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak yang menyewakan memberitahukan si penyewa yang harus dilakukan dengan mengindahkan jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Jika tidak ada pemberitahuan seperti itu, maka dianggaplah bahwa sewa itu diperpanjang  untuk  waktu  yang sama.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Asas Kebebasan Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

Sewa – menyewa adalah suatu perjanjian dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu, berarti pula bahwa orang dapat menciptakan perjanjian – perjanjian baru yang tidak dikenal dalam perjanjian – perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari perjanjian bernama yang diatur dalam undang – undang. Terdapat beberapa asas hukum kontrak yang dikenal dalam praktek dan menjadi dasar pembuatan kontrak, yaitu:
1. Asas Kebebasan Berkontrak. Asas ini terkait dengan sistem Hukum Perjanjian (Buku III KUHPerdata) yang bersifat terbuka dan bebas, yang berarti setiap orang bebas membuat perjanjian sesuai dengan maksud dan keinginannya, sepanjang tidak bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang dinyatakan dalam KUHPerdata Pasal 1320 yang berbunyi : Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu 1) Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Sesuatu hal tertentu; dan 4) Suatu sebab yang legal/halal. Asas ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengatur dan menentukan isi suatu perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (syarat ke-4). Dalam hal ini kedudukan Hukum Perjanjian hanya sebagai hukum pelengkap (optional law), yang berarti bahwa pasal-pasal Hukum Perjanjian baru berperan apabila hal tersebut tidak diatur dalam Perjanjian. Selain itu, para pihak yang melakukan perjanjian juga dapat menyampingkan pasal-pasal yang ada dalam Hukum Perjanjian bahkan dapat menyimpang dari pasal-pasal  tersebut sejauh tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Selanjutnya KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1) menyatakan bahwa : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dikatakan dalam pasal tersebut adalah “Semua perjanjian”, artinya termasuk baik perjanjian yang sudah diatur dalam undang-undang maupun perjanjian yang baru dibuat oleh para pihak yang bentuk dan isinya belum diatur. Jadi terdapat kebebasan untuk membuat perjanjian.
2. Asas Konsensualisme. Asas ini menganut faham dasar bahwa suatu Perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kesepakatan Para Pihak.  Hal ini sesuai dengan syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdata Pasal 1320 seperti dijelaskan diatas, dimana salah satunya adalah kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri,  atau dengan kata lain terdapat Konsensus dari Para Pihak yang mengikatkan diri.  Lebih lanjut KUHPerdata Pasal 1458 menyebutkan bahwa : Sewa Menyewa dianggap telah terjadi seketika setelah tercapai kata sepakat tentang benda dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.  Jadi dalam hal ini, menurut asas konsesualisme, perjanjian itu sudah ada dan sah mengikat apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian atau disebut juga esensialia perjanjian, tanpa diperlukan lagi adanya formalitas, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.  Yang dimaksud dengan hal-hal pokok atau esensialia perjanjian misalnya dalam hal jual beli telah dicapai kesepakatan mengenai barang dan harga, seperti pada Pasal 1458 KUHPerdata diatas. Atau pada sewa menyewa telah ada kesepakatan mengenai benda dan harga sewa.
3. Asas Pacta Sunt Servanda.  Asas ini disebut juga dengan asas kepastian hukum, yaitu sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Asas ini berhubungan dengan akibat dari perjanjian itu sendiri, dimana hakim atau pihak lainnya harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh Para Pihak, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang sudah dibuat tersebut.
4. Asas Itikat Baik.  Asas ini mengacu pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas ini menyatakan bahwa Para Pihak (kreditur maupun debitur) harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Itikat baik bisa bersifat nisbi yang dilihat dari sikap dan tingka laku yang nyata dari subyek, atau bersifat mutlak dimana penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan dengan ukuran yang obyektif.
5. Asas Kepribadian. Asas ini mengandung pengertian bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini mengacu pada  Pasal 1315 dan Pasal 1350 KUHPerdata.  Pasal 1315 menyatakan bahwa : Pada umumnya sesorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.  Ini berarti bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian adalah untuk dirinya sendiri. Selanjutnya  Pasal 1350 menyatakan bahwa :  Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian tidak dapat merugikan pihak ketiga; perjanjian tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam yang ditentukan dalam pasal 1317. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya, kecuali seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1317, yang berbunyi : Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapapun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu. Jadi pasal ini mengatur perjanjian untuk pihak ketiga. Selain itu, pengecualian asas ini juga dinyatakan dalam Pasal 1318 yang berbunyi : Orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dan sifat persetujuan itu bahwa bukan itu maksudnya. Pasal ini mengatur perjanjian untuk kepentingan diri sendiri, ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak darinya.
Dengan adanya asas yang demikian, maka dapat dibayangkan bahwa suatu ketentuan umum tentang perjanjian sangatlah diperlukan sebagai suatu patokan, apakah yang kita hadapi benar – benar suatu perjanjian? Dan apakah perjanjian yang disodorkan kepada kita semua? Dan kesemuanya itu membawa konsekuensi dan apakah hukum akan memberikan bantuannya apabila prestasi yang dijanjikan tidak dipenuhi secara suka rela.

Dari adanya ketentuan umum tentang sahnya suatu perjanjian, maka  dapatlah dipahami bahwa pembuat undang – undang pada dasarnya memang mengakui kemungkinan adanya perjanjian – perjanjian yang lain yang sudah disebutkan dalam perjanjian bernama dan hal ini membuktikan adanya pemberlakuan asas kebebasan berkontrak.

Sejalan dengan asas kebebasan tersebut, maka hukum perdata, khususnya hukum perjanjian pada asasnya bersifat hukum yang menambah. Asas kebebasan berkontrak tersebut sangat berpengaruh dalam suatu perjanjian, karena pada saat kodifikasi, baik di Negeri Perancis maupun Belanda, saat itu pandangan individual, maupun keluarga hak  milik  dan perikatan sangatlah dominan.

Kebebasan berkontrak berpangkal pada kesamaan kedudukannya untuk para pihak, pandangan terhadap hak milik sebagai hak yang paling  sempurna serta adanya prinsip bahwa setiap orang memikul sendiri setiap  kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan suatu perjanjian. Serta setiap orang harus dipandang sama dan perlakuan sebagai orang bebas dan dengan kedudukan maupun hak yang sama.

Akan tetapi suatu kebebasan yang liberal dan sangat mengagungkan individualisme, yang mempunyai pandangan bahwa setiap kedudukan yang  sama akan bisa menimbulkan ketidakadilan yang besar bagi seseorang, baik dibidang sosial, politik maupun ekonomi.

Selanjutnya dikalangan yang berpaham liberal juga mendesak agar  pihak pemerintah  ikut serta campur tangan dalam hal pembuatan suatu perjanjian. Sebab orang semakin menyadari akan bertambah mendesaknya keadaan, dan campur tangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kelompok – kelompok tertentu yang pada umumnya mempunyai kedudukan sosial dan ekonomi yang relatif lemah.

Campur tangan pemerintah memang diperlukan, ditinjau dari pihak  penguasa dipandang layak, karena bertujuan untuk melindungi pihak yang lemah, yang dalam hal ini adalah buruh, agar tercapai keseimbangan yang mendekatkan masyarakat kita pada tujuan negara, yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi kemanusiaan untuk tiap – tiap warga negara.

Di dalam penjelasan umum, Undang – Undang Nomor 21 tahun 1954 tentang perjanjian perburuhan antara lain disebutkan bahwa pada pokoknya mengakui adanya serta berdasarkan atas kemauan dari kedua belah pihak itu, untuk mendapatkan persetujuan tentang apa yang dikehendaki. Tetapi walaupun  demikian kekuasaan itu harus dibatasi, yakni di dalam lingkungan yang pemerintah dianggap layak. Dengan adanya keseimbangan yang mendekatkan kita pada tujuan negara tersebut, selanjutnya diharapkan bahwa tujuan pembangunan nasional kitapun akan tercapai juga, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang  Dasar  1945.

Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjia, dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang – undang bagi mereka yang membuatnya.

Dengan menekankan perkataan ”semua” maka pasal tersebut seolah – olah berisikan suatu penyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisikan apa saja dan perjanjian  itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang – undang. Atau dengan perkataan lain, dalam soal perjanjian kita diperbolehkan membuat undang – undang bagi kita sendiri. Pasal – pasal dari hukum hanya berlaku, apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan – aturan sendiri dalam perjanjian – perjanjian yang kita adakan itu.

Selanjutnya, sistem terbuka dari perjanjian itu sebagaimana telah dijelaskan perjanjian – perjanjian khusus yang diatur dalam undang – undang hanyalah merupakan perjanjian yang paling terkenal saja dalam masyarakat pada waktu Kitab Undang – Undang  Hukum Perdata dibentuk. Misalnya, Undang – Undang hanya mengatur perjanjian – perjanjian jual beli dan sewa-menyewa, tepai dalam praktek timbul suatu macam  perjanjian yang dinamakan sewa beli, yang merupakan campuran antara  jual  beli  dan  sewa-menyewa.  Oleh karena pihak pembeli tidak mampu membayar harga sekaligus, maka diadakanlah perjanjian dimana si pembeli memperbolehkan mencicil harga itu dalam beberapa  angsuran.  Sedangkan hak milik (meskipun barang – barang sudah dalam kekuasaan si pembeli), baru berpindah kepada si pembeli apabila angsuran yang penghabisan telah  terbayar lunas. Selama harga itu belum dibayar lunas, barangnya disewa oleh pembeli. Dengan demikian terciptalah suatu perjanjian yang  dinamakan sewa beli itu.

Juga dalam hal orang yang menginap di hotel, terdapat suatu   perjanjian campuran yang tidak saja berupaya menyewa sebuah kamar, sebab ia mendapat makan dari seorang pelayan hotel tersebut.

Salah satu aspek yang tak kalah penting untuk diperhatikan dalam Islam dalam muamalah. Dan yang paling dititik beratkan di sini adalah hubungan manusia dengan sesama manusia, oleh karena hubungan inilah yang paling banyak menimbulkan masalah dalam suasana hidup dan kehidupan manusia.

Manusia sebagai makhluk sosial, harus hidup bermasyarakat, tunjang – menunjang, topang – menopang antara satu dengan lainnya. Manusia memberikan suatu pemberian dan menerima andilnya kepada orang lain, saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri dan sebagai manusia normal, harus menyesuaikan diri dengan peraturan Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Dan bagi siapa yang menentangnya atau tudak mau mengikutinya dengan jalan mengucilkan dirinya, niscaya akan terkena sangsi kemunduran, penderitaan, kemelaratan dalam surah Al-Imran ayat 112 yang berbunyi sebagai berikut :
Mereka ditimpa kebinasaan di mana saja mereka berada kecuali jika mereka berpegang tali Allah dan berhubungan dengan sesama manusia.........

Selain itu, untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia diperlukan kerja sama dan kegotong–royongan, sebab orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain. Misalnya orang–orang kita membutuhkan hasil pertanian orang – orang desa, dan sebaliknya orang–orang desa membutuhkan barang – barang produksi industri orang – orang kota, kaum nelayan perlu menukar ikannya dengan beras dan kaum petani perlu menukar pangannya dengan sandang.

Bagitu pula halnya dengan muamalah sewa–menyewa sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia sehari – hari. Oleh karena rasanya  mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup berijarah (sewa – menyewa) dengan manusia lainnya. Terkadang seseorang dapat memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya tanpa melakukan  pembelian  barang karena jumlah uang yang terbatas, misalnya menyewa rumah, sementara pihak yang  lainnya memeliki kelebihan rumah dan dapat menyewakannya untuk  memperoleh uang dalam rangka memenuhi kebutuhan lainnya. Tidak semua  orang dapat memeiliki kendaraan, karena harganya yang tidak dapat  dijangkau. Namun demikian setiap orang dapat menikmati angkutan dengan  jalan menyewa. Begitu pula banyak pekerjaan yang tidak  dapat diselesaikan dengan sendiri, karena terbatasnya tenaga dan keterampilan, misalnya  mendirikan bangunan, hal ini tidak dikerjakan dengan sendiri sehingga kita menyewa tenaga (buruh) yang memiliki kesanggupan dalam pekerjaan  tersebut.

Dari sini dapatlah dipahami bahwa muamalah sewa – menyewa (ijarah) itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari – hari sejak jaman dahulu hingga sekarang. Karena dapat dibayangkan betapa kesulitan akan timbul dalam kehidupan sehari – hari, seandainya sewa – menyewa ini tidak dibenarkan oleh hukum Islam.

Jika dapat dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah (sewa – menyewa) itu adalah salah satu bentuk aktifitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan dalam agama Islam. Oleh karena sewa – menyewa ini merupakan salah satu bentuk memenuhi hajat manusia, maka para ulama menilai bahwa sewa – menyewa ini merupakan suatu hal  yang  boleh  dan  bahkan  kadang  perlu dilakukan. Dengan demikian sewa – menyewa dibolehkan dengan keterangan yang jelas, dan hal ini merupakan manisfestasi dari pada keluwesan dan keluasan hukum Islam. Dan setiap orang mendapatkan hak untuk melakukan sewa – menyewa berdasarkan prinsip – prinsip  yang telah diatur dalam syariat Islam.

Jadi pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat, yang dapat dikategorikan sebagai halal dan mengandung kebaikan, dikenal adanya kerjasama dan kegotongroyongan berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2, yang artinya sebagai berikut:

Bertolong – tolonglah kalian dalam kebaikan dan janganlah kalian bertolong – tolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapatlah dipahami bahwa Islam tidak  membenarkan, melainkan jiga memberikan dorongan dan mengarahkan  agar  kerja  sama itu berjalan pada jalan yang lurus, garis iman dan taqwa,  diberkahi dan diridhoi oleh Allah SWT. Pengarahan itu diberikan  oleh Islam guna meluruskan kerja sama itu, karena banyak diantara orang – orang yang melakukan kerjasama, mereka menghianati rekannya, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur’an surah Shaad ayat 24, artinya sebagai berikut :

Dan sesungguhnya kebanyakan daripada orang – orang yang berikat itu, se
bagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang – orang yang beriman dan beramal shaleh, tetapi amat sedikit mereka itu. 

Berdasarkan ayat di atas, dapatlah dipahami bahwa pada dasarnya  manusia  memiliki karakter yang berbeda – beda yang mana antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya di dalam kehidupannya  terkadang  ada salah satu pihak diantaranya bersikap tidak wajar kepada sesamanya, dalam arti dapat merugikan orang lain, terutama dalam hal hubngan muamalah sewa – menyewa. Olehnya itu, jauh sebelumnya Allah memperingatkan dalam ayat tersebut di atas untuk lebih berhati – hati dalam bermuamalah karena sesungguhnya manusia itu tidak sama. Padahal kita tahu bahwa hakikat muamalah yang dikehendaki dalam Islam ialah melaksanakan hubungan kepada sesama manusia tanpa ada pihak yang dirugikan namun kebanyakan manusia pada hakekatnya lalai.

Kejujuran dalam bermuamalah sangat ditekankan dalam Islam, sebab tanpa kejujuran yang hakiki akan berdampak negatif terhadap hubungan  kepada  sesama  manusia. Sebab orang yang tidak jujur dapat membuat sesuatu yang kelihatannya  benar tetapi  sesungguhnya itu  tidak  benar.

Sesungguhnya dengan hal di atas Allah menegaskan dalam Al Qur’an surah Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi :

Jika kamu dalam perjalanan (dalam bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang, akan tetapi jika sebahagian kamu mempercayai menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhan-Nya, dan janganlah para saksi menyembunyikan persaksian. Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya kejujuran  baik dalam perjanjian maupun dalam bentuk muamalah lainnya. Ini  menunjukkan bahwa dalam Islam bukan hanya materinya atau yang nampak saja harus dilaksanakan sebaik – baiknya, akan tetapi yang tidak nampakpun  juga dipentingkan. Sebab jika hanya yang nampak saja yang dilaksanakan  dengan baik, maka orang masih ada kemungkinan untuk melakukan spekuliasi. Misalnya melakukan sesuatu yang kelihatannya benar atau sah, tetapi setelah dilihat dari segi hakikatnya, ia yang hanya memalsukan sesuatu itu.

 Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian sewa – menyewa yang dilaksanakan oleh sesuatu dan dilakukan oleh manusia dalam memenuhi  kebutuhan hidupnya dengan berbagai macam cara yang dilandasi dengan  kesepakatan kedua belah pihak, yang mana pihak antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya tidak ada yang merasa dirugikan.

Dari hal tersebut di atas, maka nampak jelas bahwa dalam proses  perjanjian sewa – menyewa ini terdapat unsur kebebasan. Kebebasan  oleh  suatu aturan, arti bebas tidak terbatas atau dengan kata lain kebebasan terarah artinya kebebasan mempergunakan hak tidak melampaui batas – batas yang telah digariskan oleh Al-Qur’an dan hasil selaku berpedoman hidup manusia dalam berhubungan dengan sesamanya. Misalnya, dalam hal sewa – menyewa rumah. Antara pihak penyewa dengan yang menyewakan menentukan batas – batas baik batas waktu maupun besarnya biaya sewa rumah yang disewakan itu. Hal ini ditentukan atas kesepakatan di antara kedua belah pihak.
B. Masalah bentuk perjanjian sewa menyewa yang diperbolehkan

Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

Sebelum penulis lebih jauh menjelaskan tentang bentuk perjanjian sewa – menyewa, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan bagaimana tinjauan masing – masing hukum tersebut yakni hukum Perdata dan hukum Islam.

1. Tinjauan Hukum Perdata Tentang Kebebasan Dalam Perjanjian  Sewa – Menyewa

Hukum perdata memberikan kebebasan yang seluas – luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan kepada siapa saja ada tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, mereka diperbolehkan membuat ketentuan – ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal hukum perjanjian, mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka adakan itu.

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Kebebasan Dalam Perjanjian Sewa – Menyewa

Dalam hal sewa – menyewa, di dalam Islam dikenakan pula adanya unsur kebebasan, yang mana kebebasan yang dimaksud mempunyai batas – batas tertentu berdasarkan ajaran Islam, dengan kata lain kebebasan tidak boleh melampaui batas – batas aturan pokok dalam Al-Qur’an dan Sunnah.

Dari kedua tinjauan hukum tersebut diatas, dapatlah dipahami bahwa pada dasarnya kedua hukum tersebut mempunyai unsur persamaan dan unsur perbedaan. Unsur persamaannya adalah kedua hukum tersebut memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengadakan perjanjian sewa – menyewa berdasarkan kehendak mereka sepanjang tidak melanggar asusila. Sedangkan  unsur perbedaannnya adalah bahwa hukum perdata lebih cenderung menilai kebaikan atau kemanfaatan sewa – menyewa berdasarkan pada pemikiran semata sedangkan kebebasan menurut hukum Islam adalah kebebasan yang terarah yang lebih menekankan pada kehati – hatian dimana nilai kebaikan itu diukur baik menurut penilaian manusia maupun ukuran syariat Islam itu sendiri. Dengan kata lain sewa – menyewa dinilai baik menurut hukum Perdata namun belum tentu baik menurut hukum Islam.
Berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak, maka orang pada asasnya dapat membuat perjanjian dengan undang – undang kesusilaan ketertuban umum.

Sejalan dengan asas tersebut di atas, maka hukum perdata khusus,  dalam arti bahwa dalam perjanjian yang dibuat oleh seseorang dapat   membuat ketentuan – ketentuan yang menyimpang dari ketentuan undang – undang dengan perjanjian, bilamana mengenai suatu hal tertentu tidak  diberikan suatu pengaturan oleh orang yang bersangkutan.

Pada dasarnya antara pihak yang menyewakan mempunyai ikatan  hukum  perjanjian  yang  saling  mengikat antara satu sama lain. Pihak  yang  menyewakan mempunyai hak menurut pihak penyewa manakala dia lalai dalam perjanjian dan berakibat rusaknya barang yang disewa itu  berdasarkan suatu bukti – bukti yang jelas. Jadi walaupun yang  disewa  suatu barang atau rumah misalnya, bebas menempati rumah  tersebut, tetapi  dia harus menjaga keselamatan dan tetap merawat dengan baik rumah  yang  disewakan itu. Dalam perjanjian khusus adakalanya memberikan suatu ketentuan khusus mengenai pembagian kewajiban pembuktian atas sebab – sebab kerugian. Dalam pasal 1565 KUHPerdata dijelaskan bahwa :

‘’ Penyewa tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian dalam hal ada kebakaran terhadap proyek sewa kecuali yang menyewa membuktikan bahwa kebakaran itu disebabkan kesalahan si penyewa.’’
Dalam hal perjanjian sewa – menyewa, resiko mengenai barang yang  dijadikan obyek perjanjian sewa – menyewa dipikul oleh si pemilik barang  (yang disewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil  manfaat dari barang yang disewakan, dengan kata lain pihak penyewa  hanya dapat berhak atas manfaat dari barang sewaan saja sedangkan hak atas bendanya masih tetap ada pihak yang menyewakan.

Jadi jelaslah bahwa apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang  menjadi objek perjanjian sewa – menyewa, maka hal tersebut menjadi  tanggung jawab pemilik sepenuhnya, kecuali apabila kerusakan barang   tersebut dilakukan dengan sengaja atau dalam perbaikan dan pemakaian  barang yang disewakan kurang pemeliharaan barang seperti itu.

Sewa – menyewa rumah adalah untuk dipergunakan sebagai tempat tinggal si penyewa atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatkannya atau menempatinya dengan meminjamkan atau menyewakan kembali. Hal ini dibolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya, selain itu pihak penyewa atau orang yang menempati mempunyai kewajiban memelihara rumah tersebut untuk tetap dapat dihuni sesuai dengan kebiasaan yang lazim di tengah – tengah masyarakat.

Berdasarkan penyataan di atas, maka dapatlah dipahami bahwa penyewa boleh menyewakan atau menyuruh orang lain memakai suatu barang atau benda yang disewakannya dari pihak pertama dengan catatan manakal barang itu terjadi suatu kerusakan, maka hal ini menjadi tanggung jawab penyewa. Olehnya itu pihak penyewa berkewajiban memelihara barang tersebut sebagaimana mestinya agar terhindar dari kemungkinan terjadinya kerusakan karena pihak pertama lepas dari tanggungjawab terhadap pihak ketiga. Jadi masing – masing mempunyai batas kebebasan. Seperti batas waktu, batas pemakaian barang yang disewakan, tuntutan ganti rugi dan lain – lainya. Dalam melakukan manfaat dari barang atau benda yang disewakannya itu.

Hal ini merupakan kewajiban dari pihak pertama untuk menjamin  yang disewakannya akan membawa manfaat kepada pihak kedua dan terhindar dari masalah – masalah yang bertentangan dengan undang – undang yang berlaku di masyarakat. Bagi pihak kedua, sekalipun mereka berhak memperoleh kenikmatan dari pemanfaatan barang yang disewakan tetapi mereka tidak boleh sewenang – wenang mempergunakannya, apabila bertindak atau mempergunakan barang itu keluar dari isi perjanjian sewa – menyewa yang telah mereka sepakati. Dan bila hal tersebut terjadi, maka pihak pertama berhak menuntut pihak kedua untuk ganti rugi atau wanprestasi dan bahkan dapat membatalkan perjanjian sewa – menyewa itu. Sebagaimana dalam pasal 1266 KUHPerdata dijelaskan bahwa :

Tentang  pembatalan  perjanjian  yang bertolak balik sebagai akibat terjadinya wanprestasi (kelalaian) dari siberutang atau pihak kedua.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, jelaslah bahwa wanprestasi (kelalaian) merupakan suatu syarat batal yaitu sebagai pengaturan salah satu akibat dari wanprestasi, di samping tuntutan ganti rugi dan memberikan kemungkinan diajukannya tuntutan pembatalan perjanjian kepada pengadilan.

Dan jika dalam suatu praktek seseorang penyewa menyewakan kembali barangnya kepada pihak ketiga maka menurut 1559 yang menyatakan bahwa :

Si penyewa, jika kepadanya tidak diperizinkan tidak dibolehkan mengulang sewakan barang yang disewanya, maupun melepaskan sewanya kepada orang lain atas ancaman pembatalan persetujuan harga sewa dan penggantian biaya, kerugian dan bunga, sedangklan pihak yang menyewakan, setelah pembatalan itu, tidak wajib, mentaati persetujuan uang sewa itu.

Jadi jika si penyewa tidak mempunyai persetujuan dari pihak pertama, maka si penyewa tidak bisa mengulang sewakan barang yang disewanya itu, sekalipun perjanjian sewa – menyewa itu sudah diadakan. Dan bila hal ini terjadi (mengulang sewakan), si penyewa bertindak sendiri sebagai pihak dalam perjanjian sewa – menyewa kedua yang diadakan olehnya dengan pihak ketiga. Sedangkan dalam hal melepaskan sewanya, ia mengundurkan diri sebagai penyewa dan menyuruh seorang sebagai pihak ketiga tersebut berhadapan sendiri dengan pihak yang menyewakan jika si penyewa sampai berbuat apa yang dilarang itu, maka pihak yang menyewa dapat minta pembatalan perjanjian sewanya dengan disertai pembayaran keriguan. Sedangkan pihak yang menyewakan, setelah dilakukan pembatalan itu tidak diwajibkan mentaati perjanjian ulang sewa dengan orang ketiga tersebut.

BAB IV

A. 
Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis menyimpulkannya sebagai berikut :

1. Sewa – menyewa merupakan salah satu dari beberapa bentuk muamalah yang dibolehkan, baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum Perdata. Baik pada barang yang bergerak maupun pada barang yang tidak bergerak. Oleh karena sewa – menyewa merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

2. Berdasarkan penyataan di atas, maka dapatlah dipahami bahwa penyewa boleh menyewakan atau menyuruh orang lain memakai suatu barang atau benda yang disewakannya dari pihak pertama dengan catatan manakal barang itu terjadi suatu kerusakan, maka hal ini menjadi tanggung jawab penyewa. Olehnya itu pihak penyewa berkewajiban memelihara barang tersebut sebagaimana mestinya agar terhindar dari kemungkinan terjadinya kerusakan karena pihak pertama lepas dari tanggungjawab terhadap pihak ketiga. Jadi masing – masing mempunyai batas kebebasan. 
3. Sewa – menyewa merupakan salah satu kebutuhan vital bagi manusia  dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Olehnya itu hukum perdata dan hukum Islam membolehkannya. Oleh karenanya pula yang dibolehkan adalah semua yang dapat mendatangkan manfaat bagi kehidupan manusia, dalam arti bahwa barang sewaan itu jelas manfaatnya, dapat diketahui mutu dan keadaannya serta barang itu adalah barang yang halal untuk disewakan.

B.
Saran

1. 
Diharapkan kepada semua pihak yang mengadakan perjanjian sewa – menyewa sedapat mungkin dan dapat melaksanakan aturan – aturan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam maupun hukum Perdata, yang mana antara kedua hukum tersebut merupakan mata rantai yang saling mendukung.

2.
Penulis menyarankan agar skripsi ini sedikitnya dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa dan masyarakat, khususnya masyarakat yang mengadakan perjanjian sehingga di dalam melaksanakan perjanjian tersebut tidak terdapat penyimpangan baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum Perdata.
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